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BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan dalam bab 2, maka
dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 138 KUHAP tentang pra
penuntutan telah dilasanakan dalam praktek peradilan pidana di Indonesia.
Menurut narasumber di Polda Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman
Yogyakarta, setiap ada berkas BAP yang dianggap belum lengkap, jaksa
selalu mengembalikan untuk dilengkapi yang disertai dengan petunjuk
penyempurnaan, meskipun dalam parkteknya menurut narasumber
ketentuan tentang pra penuntutan ini masih ada kelemahannya yaitu tidak
ada batasan berapa kali berkas perkara yang belum lengkap itu dapat
dikembalikan. Masih menurut narasumber hal ini pernah terjadi di
Yogyakarta, yaitu ada suatu berkas yang sampai 4 kali dikembalikan dan

akhirnya jaksa menuntut bebas.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka saran

yang dapat diberikan oleh penulis antara lain sebagai berikut :
1. Perlunya koordinasi yang kuat dan positif antara Penyidik dan Jaksa
dalam hal menyelesaikan perkara pidana khususnya pada tahap pra

penuntutan. Hubungan kerjasama yang kuat dan positif akan sangat
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menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan penyidikan dan
keberhasilan penuntutan di persidangan.

Khususnya terhadap aturan tentang pra penuntutan yang ada di
KUHAP, diharapkan kedepannya mengatur lebih lanjut sampai berapa
kali batasan maksimum dilakukannya pra penuntutan. Dalam praktek
berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut disertai petunjuk
penyempurnaan (P-19), dapat dimanfaatkan oleh penyidik dengan
menyerahkan berkas perkara yang sengaja tidak lengkap, oleh karena
itu jaksa memberi waktu 14 hari lagi untuk melakukan penyidikan

tambahan.
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